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PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR 31 TAHUN 2010 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 107 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN 

PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SUMEDANG, 

 
Menimbang 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

a. bahwa standar sarana dan prasarana kerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 107 Tahun 2009 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, namun 
berdasarkan hasil evaluasi di lapangan perlu ada 

perubahan untuk besaran kapasitas silinder kendaraan 
dinas operasional bagi pejabat eselon IIb sehingga standar 

sarana dan prasarana kerja yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 107 Tahun 2009 perlu 

dilakukan perubahan dan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sumedang; 

   
Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 

Nomor 285); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3890);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 4515); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 

Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan 

Prasarana Kerja Kerja Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 

Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2008 Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 
Nomor 7); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 
Nomor 12); 

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 107 Tahun 2009 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 107); 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan 

 

: PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 107 TAHUN 
2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA 

KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SUMEDANG. 

   

   
   Pasal I 

 
  Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 107 

Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 107) pada 

angka IV. Kendaraan Dinas, huruf B. Kendaraan Dinas 
Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

 

B.  Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan 
 

No Jabatan Jumlah 
Jenis 

Kendaraan 

Kapasitas/ 
Isi Silinder 

(maksimal) 

Kapasitas/Isi 
Silinder (minimal) 

1 2 3 4 5 6 

1. Ketua DPRD 

Kabupaten 

1 (satu) 

unit 

Sedan atau 

Minibus 

2.200 cc - 

2. Wakil Ketua DPRD 1 (satu) 
unit 

Sedan atau 
Minibus 

2.000 cc - 
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1 2 3 4 5 6 

3. Pejabat Eselon II     

 a. Pejabat Eselon IIa 1 (satu) 
unit 

Sedan atau   

   - Minibus 
(bensin) 

2.000 cc 1.600 cc - 1800 cc 
(menyesuaikan 

kemampuan 
keuangan daerah) 

   - Minibus 

(solar) 

2.500 cc 1.800 cc - 2.000 cc 

(menyesuaikan 
kemampuan 

keuangan daerah) 

 b. Pejabat Eselon IIb 1 (satu) 
unit 

Sedan atau   

   - Minibus 
(bensin) 

1.800 cc – 
2000 cc 

 

1.400 cc - 1600 cc 
(menyesuaikan 

kemampuan 

keuangan daerah 

   - Minibus 

(solar) 

2.200 cc 1.600 cc - 1.800 cc 

(menyesuaikan 
kemampuan 

keuangan daerah) 

4. Pejabat Eselon III     

 a. Pejabat Eselon 
IIIa 

1 (satu) 
unit 

- Minibus 
(bensin) 

1.600 cc 1300 cc - 1500 cc 
(menyesuaikan 

kemampuan 

keuangan daerah) 

 b. Pejabat Eselon 
IIIb 

1 (satu) 
unit 

- Minibus 1.300 cc 

 

1200 cc 
(menyesuaikan 

kemampuan 
keuangan daerah) 

5. Pejabat Eselon IV     

 a. Pejabat Eselon 

IVa 

1 (satu) 

unit 

Sepeda 

Motor 

200 cc 125 cc 

 b. Pejabat Eselon 

IVb 

1 (satu) 

unit 

Sepeda 

Motor 

150 cc 120 cc 

6. Eselon V 1 (satu) 
unit 

Sepeda 
Motor 

125 cc 100 cc 
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  Pasal II 
 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   

   
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

 

 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal  31 Mei 2010  
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 
 

DON MURDONO 
 

 
 

Diundangkan di  Sumedang 
pada tanggal  31 Mei 2010 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 
 

ATJE ARIFIN ABDULLAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

TAHUN  2010   NOMOR  31 
 
 

 

 


